BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

SAMPURAGA CEMERLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LAMANDAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ...
Tahun 2017 tentang PD Bank Perkreditan Rakyat
Sampuraga Cemerlang telah ditetapkan dan perlu adanya
dukungan dana dari Pemerintah Daerah kabupaten
Lamandau melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau;

bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Sampuraga Cemerlang.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015
Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kasbupaten
Lamandau Nomor 176).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SAMPURAGA CEMERLANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L
2.

Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Lamandau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PD BPR Sampuraga
Cemerlang.

Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan
Undang-Undang yang modal untuk seluruhnya atau untuk sebagian
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan Daerah Sampuraga Cemerlang yang selanjutnya disingkat PD
BPR Sampuraga Cemerlang adalah Perusahaan Daerah yang kepemilikannya
milik Pemerintah Kabupaten Lamandau.

10. Dividen adalah keuntungan/bagi hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari

penyertaan modal yang merupakan pendapatan daerah.
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